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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi disetiap Negara mempunyai tujuan untuk 

mencapai kemakmuran masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah bertujuan 

untuk mengembangkan potensi dan kreativitas pemerintah daerah agar mampu 

memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada demi membiayaai keperluan 

pemerintah daerah demi menunjang pembangunan daerah dan nasional. 

Pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah 

Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan diterapkannya Undang-

Undang N0 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang No 

25 Tahun 1999  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Kedua Undang - Undang tersebut membawa membawa perubahan 

fundamental dalam hubungan tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

 Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar 

daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi 

dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu 

memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, 

partisipatif, dan bertanggung jawab. 
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Salah satu hal yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian daerah 

yaitu pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sumber 

pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disamping 

retribusi  dan penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-

lain yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

sangat potensial yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai 

pembangunan daerah. Pajak merupakan wujud masyarakat dalam bernegara dan 

ikut menjadi bagian dalam pembangunan masyarakat. Walaupun pajak yang 

ditarik dan dipungut pemerintah sifatnya memaksa dan diberi sanksi jika 

melanggar, tetapi dalam pelaksanaanya negara mengedepankan peraturan yang 

berlaku dan tidak berbuat semena - mena. Kebijakan ini sesuai dengan aturan 

pasal 23A (amandemen) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan 

Negara harus berdasarkan Undang-Undang.. 

Pajak daerah adalah pajak Pemerintah Daerah yang bersumber dari 

penarikan pajak daerah dan hasil pajak digunakan untuk kebutuhan pembiyaan 

daerah itu sendiri. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi 

keuangannya adalah dengan melihat penerimaan daerah yang ada. Semakin besar 

Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah 

dalam melaksanankan tanggung jawab. Namun semakin kecil Pendapatan Asli 

Daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin 

besar. 
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Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati 

merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola berbagai 

sumber pendapatan daerah maupun asset yang dimiliki oleh Daerah Kanbupaten 

Pati. BPKAD Kabupaten Pati memiliki tugas yang salah satunya mengelola serta 

memantau penerimaan pendapatan daerah berupa Pajak Daerah. Pendapatan 

tersebut merupakan salah satu jenis pajak Negara yang hasil pemungutannya 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dijadikan sebagai Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

 Pajak daerah merupakan salah satu bentuk pungutan oleh negara kepada 

rakyat. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap pungutan yang bersifat memaksa 

diatur dengan undang - undang. Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 bahwa jenis Pajak 

Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak 

Rokok. Menurut Undang - Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 2 bahwa Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

Bea dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh peerintah daerah dalam 

rangka menambah pajak asli daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi pajak 

yang ada dan belum tersentuh oleh pemerintah daerah. Memaksimalkan pajak 

yang ada dan mencari potensi sumber pajak yang baru yang bisa dipungut secara 

sah oleh pemerintah daerah. Hasil pungutan pajak bisa digunakan untuk keperluan 

pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat. 

Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa penerimaan pendapatan yang 

bersumber dari pajak sangat penting demi kestabilan pemerintah daerah dalam 

menjalankan kebijakan serta rencana yang akan dilakukan. Tanpa adanya sumber 

pendapatan rencana program pemerintah daerah tidak akan berjalan sebagaimana 

yang telah direncanakan. Daerah yang mempunyai wilayah yang besar biasanya 

membutuhkan kebutuhan dana yang cukup besar demi membiyayai kegiatan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Letak geografis Kabupaten Pati yang berada pada jalur Pantura dan 

menjadi penghubung jalan Nasional membuat kebutuhan akan tempat tinggal dan 

makanan meningkat. Hal ini berdampak meningkatnya bisnis restoran dan hotel 

serta tempat hiburan. Hal ini dimanfaatkan oleh Pemerintah kota Pati untuk 

memungut Pajak dari tiga sektor yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel dan 

hiburan. Pesatnya jumlah Hotel, Restoran dan Hiburan akan berpengaruh pada 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati memiliki 

peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu 

memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Profil Pendapatan Asli Daerah 
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Kabupaten Pati dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 

Realisasi Pendapatan asli Daerah Kabupaten Pati 

 Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Pertumbuhan 

(%) 

2014 238.335.839.000 279.254.884.135 117,169 % 

2015 268.517.552.000 310.063.640.827 115,472 % 

2016 290.469.281.000 314.921.084.791 108,418 % 

2017 416.966.354.000 449.821.345.800 107,880 % 

2018 362.171.914.000 384.041.846.939 106,039 % 

Mean 315.292.188.000 347.620.560.498 110,995 % 

 Sumber: BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2014-2018 

Berdasar data pada Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan 

Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pati dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 mengalami penurunan. Tahun 2016 pertumbuhan Pendapaan Asli Daerah 

mengalami penurunan paling tinggi dari tahun lainnya. Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan pembangunan harus dilihat pada sisi 

pertumbuhan setiap tahunnya sehingga Pemerintah Daerah tidak hanya 

memandang dari segi penerimaan pendapatan pajaknya. 
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Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati berdasarkan 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lain-lain 

adalah sebagaimana Tabel 1.2 berikut ini : 

Tabel 1.2  

Data Penerimaan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati 

 

Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah PAD Lain-lain 

2014 54.511.064.970,00 25.626.311.590,00 188.548.252.651,00 

2015 63.369.741.358,00 32.186.102.080,00 203.633.286.597,00 

2016 64.394.884.940,00 17.932.143.198,00 224.260.224.790,00 

2017 73.677.156.628,00 19.009.368.964,00 341.719.280.530,00 

2018 82,553,070,563.00 19,680,365,296.71 265,575,864,694.29 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati Tahun 2014-2018.  

Berdasar Tabel 1.2 jumlah penerimaan pajak daerah masih kurang jika 

dibandingkan dengan peneriamaan PAD lain-lain. Hal ini menjadi pekerjaan 

rumah tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan 

otonomi daerah. 

Penelitian ini menduplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Putu Intan (2015) dengan menambahkan Pajak Hiburan sebagai varibel 

independen. Hal ini dikarenakan Pajak Hiburan yang diperoleh Kabupaten Pati 

mempunyai nilai yang cukup tinggi.  
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1.2 Ruang Lingkup 

Fokus penelitian ini yaitu memperoleh gambaran terkait kontribusi Pajak 

daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, pada penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati. Sumber data penelitian ini 

bersumber dari Laporan Target dan Realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak 

hiburan di Kabupaten Pati tahun  2014-2018. 

1.3 Perumusan Masalah 

Tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah yang menerapkan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi adalah pemanfaatan peluang kewenangan yang 

diperoleh, serta tantangan untuk menjadi potensi daerah yang dimiliki guna 

mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah. Menurunnya target dan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 menjadi momentum untuk menelaah 

seberapa besar tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di 

kabupaten Pati mampu memberikan sumbangsih pada tingkat Pendapatan Asli 

Daerah. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.3.1. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pati tahun 2014-2018 ? 

1.3.2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pati tahun 2014-2018 ? 

1.3.3. Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pati tahun 2014-2018 ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis besarnya kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Pati tahun 2014-2018.  

1.4.2. Menganalisis besaarnya kontribusi Pajak Restoran pada Pendapatan 

Asli daerah di Kabupaten Pati tahun 2014-2018. 

1.4.3. Menganalisis besarnya kontribusi Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Pati tahun 2014-2018. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi 

Pemerintah Kabupaten Pati dalam pengambilan kebijakan - kebijakan dan dapat 

menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pati dari sektor Pajak Daerah terutama dari Pajak Hotel, 

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 

pembanding dalam  melakukan penelitian yang sama sehingga diharapkan mampu 

menghasilkan penelitian yang lebih mendalam demi peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di suatu Kabupaten. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis mengenai kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 

pada  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati Tahun 2014-2018.
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